
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN  

NOMOR 1 TAHUN 2013   

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 13 

TAHUN 2009 TENTANG DANA PENGUATAN MODAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

BUPATI SLEMAN, 

Menimbang : a. bahwa perguliran dana penguatan modal sebagai salah 

satu upaya menumbuhkan iklim usaha dan 

peningkatan ekonomi masyarakat agar lebih optimal, 

maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah 

Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2009 tentang Dana 

Penguatan Modal berkaitan dengan sasaran, persentase 

kontribusi dana penguatan modal, dan mekanisme 

pengelolaan keuangan melalui mekanisme anggaran 

pendapatan dan belanja daerah atau badan layanan 

umum daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2009 tentang Dana 

Penguatan Modal; 

Mengingat : 
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 
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3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,               

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   

Nomor 4844); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 

Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan 

Daerah-daerahKabupaten di Jawa Timur/Tengah/ 

Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13             

Tahun 2009 tentang Dana Penguatan Modal (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 3 Seri E, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman  

Nomor 23);  

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SLEMAN 

dan 

BUPATI SLEMAN 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 13 

TAHUN 2009 TENTANG DANA PENGUATAN MODAL. 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 

Tahun 2009 tentang Dana Penguatan Modal (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sleman Tahun 2009 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Sleman  Nomor 23) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

2. Bupati adalah Bupati Sleman. 

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat 

Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, 

Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan. 

4. Dana penguatan modal adalah dana bergulir yang disediakan kepada 

orang pribadi, kelompok tani, koperasi, atau usaha mikro, kecil dan 

menengah, unit pengelola kegiatan program pemberdayaan 

masyarakat serta lembaga keuangan non bank yang diperuntukan 

sebagai modal tambahan dalam mengembangkan usahanya. 

5. Pemohon adalah orang pribadi, kelompok tani, koperasi, atau usaha 

mikro, kecil, dan menengah, unit pengelola kegiatan program 

pemberdayaan masyarakat serta lembaga keuangan non bank yang 

berdomisili di Kabupaten Sleman yang mengajukan permohonan 

dana penguatan modal. 

6. Penerima dana penguatan modal adalah orang pribadi, kelompok 

tani, koperasi, atau usaha mikro, kecil, dan menengah, unit 

pengelola kegiatan program pemberdayaan masyarakat serta lembaga 

keuangan non bank yang berdomisili di Kabupaten Sleman yang 

memanfaatkan dana penguatan modal.  

7. Kontribusi adalah imbal jasa atas pemanfaatan dana penguatan 

modal. 

8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD               

adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada 

organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang 

dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa 

penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan 

mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan 

pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 
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2. Ketentuan Pasal 4 huruf d diubah, dan ditambahkan 2 (dua) huruf yakni 

huruf e dan huruf f, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 4 

Sasaran pemberian dana penguatan modal adalah: 

a. orang pribadi;   

b. kelompok tani;   

c. koperasi;  

d. usaha mikro, kecil dan menengah;  

e. unit pengelola kegiatan program pemberdayaan masyarakat; atau 

f. lembaga keuangan non bank: 

3. Ketentuan Pasal 10 setelah ayat (2) ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni   

ayat (3) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 10 

(1) Pengembalian dana penguatan modal dilakukan dengan cara tunai 

atau diangsur dalam jangka waktu per bulan, per tiga bulan,         

per enam bulan atau per dua belas bulan. 

(2) Jangka waktu pengembalian dana penguatan modal paling lama 4 

(empat) tahun, dengan masa tenggang 4 (empat) bulan. 

(3) Pengembalian dana penguatan modal didasarkan pada jangka waktu 

dalam perjanjian pemberian pinjaman dana penguatan modal. 

4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 11 

(1) Penerima dana penguatan modal wajib memberikan kontribusi paling 

tinggi sebesar 6% (enam persen) per tahun dari besaran dana 

penguatan modal yang diterima. 

(2) Pembebanan besaran kontribusi sebagaimana dimaksud pada                

ayat (1) didasarkan pada: 

a. kegiatan usaha pemohon dana penguatan modal; 

b. keanggotaan kelompok mencakup keluarga miskin; atau 

c. kegiatan usahanya terkena bencana. 
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembebanan kontribusi dan 

besaran kontribusi diatur dengan Peraturan Bupati. 

5. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) 

disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), dan ditambahkan 1 (satu) ayat 

yakni ayat (4), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut: 

  

Pasal 12 

(1) Pengembalian dana penguatan modal yang dilakukan sebelum jatuh 

tempo, besaran kontribusi diperhitungkan sesuai dengan realisasi 

lama waktu peminjaman.  

(2) Apabila penerima dana penguatan modal terlambat membayar 

angsuran atau melampaui jangka waktu pengembalian dana 

penguatan modal dikenakan sanksi denda sebesar 0,10% (nol koma 

sepuluh persen) per bulan dari angsuran pokok.  

(2a) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan paling              

tinggi 10% (sepuluh persen) dari sisa pinjaman. 

(3) Hasil penerimaan kontribusi dan/atau denda disetorkan ke kas 

daerah.  

(4) Dalam hal pengelolaan dana penguatan modal dilakukan dengan 

mekanisme BLUD, maka hasil penerimaan kontribusi dan/atau 

denda dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

6. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VI A, dan 

diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A, 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 

BAB VI A 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 16A 

Terhadap hasil penerimaan kontribusi dan/atau denda yang dikelola oleh 

organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab 

di bidang penguatan modal yang berstatus sebagai BLUD sebelum 

berlakunya Peraturan Daerah ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Sleman. 

Ditetapkan di Sleman 

pada tanggal  

BUPATI SLEMAN, 

SRI PURNOMO 

Diundangkan di Sleman 

pada tanggal  

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SLEMAN, 

SUNARTONO                           

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2013 NOMOR 1 SERI E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Februari 2013 

18 Februari 2013 

ttd 

ttd 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN 

NOMOR 1 TAHUN 2013 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 13 

TAHUN 2009 TENTANG DANA PENGUATAN MODAL 

 

I.  UMUM  

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengubah beberapa 

ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 

2009 tentang Dana penguatan Modal. Perubahan dilakukan dalam 

rangka untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui 

pemberian  pinjaman dana penguatan modal serta efektifitas dan 

kelancaran pemberian pinjaman dana penguatan modal sesuai dengan 

tujuan dan sasarannya, serta dalam rangka memberikan fleksibilitas 

dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan pola keuangan badan 

layanan umum daerah yang bertujuan untuk pengembangan sistem 

ekonomi kerakyatan dengan mempertimbangkan permintaan pasar. 

Sasaran pemberian dana penguatan modal adalah orang pribadi, 

kelompok tani, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, unit 

pengelola kegiatan program pemberdayaan masyarakat atau lembaga 

keuangan non bank.  

Perluasan sasaran ini didasarkan masih banyaknya kegiatan-

kegiatan pasca program pemberdayaan masyarakat yang belum dapat 

mengakses dana penguatan modal, sehingga peluang tersebut perlu 

dioptimalkan agar dapat meningkatkan kegiatan perekonomian 

masyarakat. 

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan 

Daerah Kabupaten Sleman tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2009 tentang Dana Penguatan 

Modal. 
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II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I  

Angka 1 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Angka 2 

Pasal 4 

Yang dimaksud dengan sasaran pemberian dana penguatan 

modal adalah: 

a. Orang pribadi adalah orang pribadi yang melakukan 

usaha untuk meningkatkan kesejahteraannya dengan 

bekerja di luar negeri sesuai dengan program 

penanggulangan kemiskinan dan pengurangan 

pengangguran yang dikeluarkan oleh Pemerintah 

Daerah. 

b. Kelompok tani adalah gabungan petani atau kelompok 

tani, perikanan, perkebunan, kehutanan, dan atau 

peternak yang memiliki kesatuan identitas dalam 

upaya meningkatkan hasil pengusahaan. 

c. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan 

orang-orang atau badan hukum koperasi dengan 

melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip 

koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat 

yang berdasarkan asas kekeluargaan. 

d. Usaha mikro, kecil, dan menengah adalah: 

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang 

perorangan dan/atau badan usaha perorangan 

yang asetnya paling banyak Rp50.000.000,00 

(lima puluh juta rupiah) dan omzet per tahunnya 

paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta 

rupiah);  

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang 

berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang 

perorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau bukan cabang 

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak langsung dari 
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usaha menengah atau usaha besar yang asetnya 

lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah) sampai dengan Rp. 500 juta dan hasil 

penjualan tahunan/omzet lebih dari 

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai 

dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus 

juta rupiah);  

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif 

yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang 

perseorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau cabang 

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak langsung 

dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan 

jumlah kekayaan bersih/aset lebih dari 

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai 

dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar 

rupiah)  atau hasil penjualan tahunan/omzet 

lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima 

ratus juta rupiah) sampai dengan 

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).  

e. Unit pengelola kegiatan program pemberdayaan  

masyarakat adalah unit yang mengelola operasional 

program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan 

yang berbasis pemberdayaan masyarakat, antara lain : 

UPK PNPM Mandiri Perdesaan, UPK PNPM Mandiri 

Perkotaan, dan program pemberdayaan lainnya. 

f. Lembaga keuangan non bank adalah semua badan 

usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, 

yang secara langsung atau tidak langsung 

menghimpun dana dan menyalurkan ke masyarakat 

guna membiayai kegiatan usaha mikro, antara lain : 

BUKP, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes) yang bergerak di jasa keuangan dan 

lembaga keuangan mikro (LKM). 
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Lembaga keuangan mikro adalah lembaga keuangan 

yang khusus didirikan untuk menghimpun dana dalam 

bentuk simpanan dari masyarakat dan menyalurkan 

pinjaman atau pembiayaan dalam skala mikro kepada 

masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat yang 

tidak semata-mata. 

Keuangan mikro adalah kegiatan sektor keuangan 

berupa penghimpunan dana dan pemberian pinjaman 

atau pembiayaan dalam skala mikro dengan suatu 

prosedur yang sederhana kepada masyarakat miskin 

dan/atau berpenghasilan rendah.  

Angka 3 

Pasal 10 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan masa tenggang adalah masa 

pada awal periode angsuran dimana penerima dana 

penguatan modal tidak membayar pokok angsuran 

tetapi diwajibkan membayar kontribusinya. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Angka 4 

Pasal 11 

 Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan kegiatan usaha pemohon, 

meliputi pembedaan jenis usaha dan aktivitas 

kegiatan usaha. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan keluarga miskin adalah 

keluarga miskin yang ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan bencana adalah peristiwa 

atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 

mengganggu kehidupan dan penghidupan 
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masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor 

alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor 

manusia sehingga mengakibatkan timbulnya 

korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, 

kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 

 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Angka 5 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

Angka 6 

Pasal 16 A 

Cukup jelas. 

Pasal II 

Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 65 

 

 

 

 

 

 

 


